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ABSTRAK 
 

Label Halal merupakan bentuk tulisan pernyataan halal untuk 

menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal 

dan berfungsi sebagai perlindungan kepada konsumen agar tercipta 

kepastian hukum dan terjaminnya konsumen. Belakangan ini banyaknya 

produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen muslim, 

sulit untuk membedakan produk mana yang benar kehalalannya dan aman 

dikonsumsi. Fakta bahwa sebagian besar produk makanan yang beredar di 

pasaran Yogyakarta disinyalir belum jelas kehalalannya.Tujuan penulisan 

skripsi ini menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh 

lembaga pemerintah Yogyakarta dalam menanggulangi produk makanan 

yang tidak berlabel halal dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh 

produsen makanan dalam mencantumkan label halal. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research.)Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif yaitu yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Data 

yang diperoleh dianalisa dengan cara kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian,sebagian besar produsen berskala 

mikro dan kecildi Daerah Istimewa Yogyakartabelum memiliki sertifikat 

halal,bahkan sebagian yang lain mencantumkan label halal sendiri tanpa 

memiliki sertifikat halal dan tidak mencantumkan label halal resmi dari 

BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Upaya perlindungan 

hukum terhadap konsumen oleh pemerintah dalam produk makanan yang 

tidak berlabel halal adalah dengan dibentuk pengawasan jaminan produk 

halal, diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang sertifikasi dan 

labelisasi halal, melakukan sosialisasi, himbauan atau penarikan produk 

yang melanggar ketentuan labelisasi halal, dibentuknya badan 

penyelenggaran jaminan produk halal, dibentuknya lembaga pemeriksa 

halal, dibentuk auditor halal, terdapatnya label halal resmi dan pemberian 

sanksi pidana bagi melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. 

Kendala yang dihadapi oleh produsen makanan dalam mencantumkan label 

halal adalah label halal yang bersifat wajib, tetapi hanya sebagian kecil bagi 

pelaku usaha yang sadar tentang pentingnya label halal, proses sertifikasi 

halal yang rumit, sulit, faktor biaya dan syarat-syarat serta proses yang 

membutuhkan waktu lama membuat pelaku usaha enggan mengurusnya. 

Disarankan kepada produsen atau pelaku usaha untuk memperhatikan hak 

konsumen. kepada konsumen agar  lebih teliti dalam membeli makanan 

yang  tidak berlabel halal, kepada pemerintah untuk lebih serius menangani 

masalah pencantuman label halal agar hak-hak konsumen terjamin. 
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HALAMAN MOTTO 

 

 

 

 

 

 

“Ilmu  itu lebih baik daripada harta. Ilmu 

menjaga engkau dan engkau menjaga harta. 

Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta 

terhukum. Harta itu kurang apabila 

dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila 

dibelanjakan” 

(Ali bin Abi Talib) 

 

 
“Jangan suka memikirkan kemungkinan buruk, karena 

itu akan melemahkanmu. Pikirkan yang baik-baik. 

Kehidupan ini tampil lebih baik dan sukses menjadi lebih 

mungkin saat engkau berharap baik, tapi semuanya tidak 

cukup dan selalu ada masalahnya jika engkau suka 

mengeluh dan menduga-duga yang buruk” 

(Mario Teguh) 

 

 

 

“IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT” 

(Walt Disney) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Dengan Ridha Allah SWT, kupersambahkan karya mungil  

ini untuk: 

 Ayahandadan Ibunda tercinta yang telah 

memberikan kasih sayang, kesabaran, pengertian 

yang luar biasa, segala dukungan, dan cinta kasih 

yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat 

kubalas hanya dengan selembar kertas 

yang bertuliskan kata persembahan. 

 Kakaktercinta sebagai motivasiku yang selalu 

memberikan bimbingan, dan adikku tersayang 

yang selalu memberikan perhatian dan 

pengertiannya yang luar biasa. 

  Almamaterku tercinta teman-teman UIN Sunan 

Kalijaga terkhusus Prodi Ilmu Hukum untuksemua 

ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat 

berarti yang telah diberikan kepadaku.  
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KATA PENGANTAR 

 بسماللهالرحمنالرحيم
 

يْنِ، أَشْهَدُ أَنْ  نْ يَا وَالدِّ لََ  الَْحَمْدُ لِله رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ ، وَبِوِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أمُُوْرِ الدُّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلوُُ لََنبَِيَ بَ عْدَهُ،  اِلَوَ اِلََّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِْكَ لَوُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

دٍ وَعَلَى الَِوِ وَأَصْحَابِوِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَ عْدُ   اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِناَ مُحَمَّ
 

 Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, atas 

karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka thalabulilmi, 

mencari ilmu.Serta kita bisa bersilaturahim, bertatap muka di majlis yang 

mulia ini dalam keadaan aman, sehat wal afiat. Mudah-mudaham setiap 

derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi 

penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Swt.Taklupa 

semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada jungjunan kita Nabi 

Muhammad Saw., kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi’in, tabiut 

tabiahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir 

zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. 

Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk 

yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya 

penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak 

luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut 

seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya 

melainkan dengan pertolonga-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi 

dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk 

Makanan yang tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta 
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Tahun 2015” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT 

yang diberikan kepada penyusun. Adapun penyusunan skripsi ini 

dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata 

Satu dalam Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Selanjutnya, penyusun saudari skripsi ini tidak akan pernah terwujud 

tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih 

dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah 

banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih 

kami tujukan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A. selaku pengganti sementara 

Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak  Dr.H. Syafiq Mahmadah Hanafi,,M.Ag..selaku Dekan 

Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan 

III beserta staf-stafnya. 

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program 

Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  

4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing 

Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran 

dalam perkuliahan dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela 

meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada 

penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini,  
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6. Bapak Faisal Lukman Hakim, SH, M.Hum.,selaku Sekretaris 
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7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Makanan adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan 

kehidupan. Dewasa ini produk makanan, baik berupa bahan mentah maupun 

siap saji (instant), telah beredar luas di pasaran. Beredarnya produk 

makanan ini memerlukan kontrol yang kuat dari pemerintah maupun pihak 

terkait (stakeholder) untuk memastikan bahwa produk makanan yang 

beredar di pasaran memenuhi standart dan layak untuk dikonsumsi. 

Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Perlindungan ini juga 

mendorong para produsen untuk mendistribusikan makanan yang sesuai 

dengan standart yang berlaku. 

Dalam konteks Indonesia, perlindungan makanan menjadi standar 

yang perlu dipenuhi. Hal ini karena produk makanan yang terdistribusi akan 

diserap oleh pasar yang mayoritas konsumenya adalah pemeluk agama atau 

keyakinan tertentu yang mewajibkan pemeluknya untuk mengkonsumsi 

makanan tertentu. Semisal umat muslim yang diwajibkan untuk 

mengkonsumsi produk makanan halal atau umat Budha yang tidak boleh 

memakan olahan sapi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, informasi 

tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk 

menjadi standart makanan sebelum didistribusikan ke masyarakat. 

Standar jaminan dalam makanan sepenuhnya ditanggung oleh 
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produsen atau media perantara yang mendistribusikan produk tersebut hal 

ini sesuai dengan UU pangan yaitu “badan usaha yang memproduksi pangan 

olahan untuk diedarkan dan atau orang perorangan dalam badan usaha 

diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggungjawab 

atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain 

yang mengkonsumsi makanan tersebut”.
1
 

Adanya standarisasi dalam produk makanan dibuat untuk 

memberikan jaminan kepada konsumen dan memeberikan kepastian hukum 

kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi.Dalam undang-undang 

perlindungan konsumen dijelaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 

jaminan kepada konsumen”.
2
 Oleh karena itu, konsumen berhak untuk 

mendapatkan informasi tentang kandungan produk, bahan yang dibuat serta 

kehalalan produk yang akan dikonsumsi. 

Disisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk 

halal, tidak diimbangi dengan tindakan para pelaku usaha dalam 

memeberikan informasi produk yang tepat atau mensertifikatkan kehalalan 

produksinyadan memberi label halal pada kemasannya. Kewajiban 

mencantumkan informasi makanan, seperti yang telah dijelaskan dalam 

Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa perbuatan yang dilarang 

bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang 

dan atau jasa adalah “tidak memasang label atau membuat penjelasan 

                                                 
1
Lihat UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 41  

 
2
Lihat UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1  
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barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan 

alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut 

ketentuan harus dipasang/dibuat”
3
 

Produsen yang memasarkan produknya tanpa penjelasan komposisi 

bisa berakibat fatal terhadap konsumen tertentu.Seperti dalam contoh kasus 

biskuit impor yang berasal dari Jepang yang disinyalir berbahan dasar babi 

dandinilai meresahkan warga. Biskuit impor bernamaBourbone Cookie yang 

diduga mengandung babi dalam komposisinyatersebar di Indomaretdi 

wilayah Jakarta Selatan, seperti di Kemang, Ampera, Hang Lekir, 

Bulungan, dan Tebet.
4
Contoh kasus lainnya adalah merk dagang „Breadtalk‟ 

dan „Bir Bintang Zero‟ tidak memiliki sertifikat halal MUI. Khusus untuk 

Breadtalk, dulu pernah memiliki sertifikat halal namun tidak diperpanjang 

karena tidak memenuhi Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI.
5
 

Produk makanan yang beredar di Indonesia sangat penting sekali 

terdapat nama produk dan label halal dari Badan Penyelengara Jaminan 

Produk Halal, sebab konsumenakan  memahami bagaimana memilih produk 

berlabel halal yang benar-benar terjamin kehalalannya. Dan pada akhirnya 

konsumen muslim lebih memilih produk yang sudah berlabel halal 

                                                 
3
LihatUU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8  

4
Zuraya, Biskuit Berbahan Babi Masih Dijual di Indomaret, Jakarta: republika 

post, diterbitkan Nidia 27 Mei 2014 

5
http:/www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/22601/30/1, diakses 

sabtu, 14 februari 2015, pukul 02.13. yang sekarang diganti BPJPH yaitu Badan 

Penyelengara Jaminan Produk Halal. 
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resmi dibanding yang tidak ada labelnya dan produsen yang telah memiliki 

sertifikat halal akan segera menempel logo halal pada produksinya, agar 

konsumen yakin bahwa makanan tersebut telah terjamin kehalalannya.  

Penetapan kehalalan produk oleh BPJPH telah menetapkan bahwa 

setiap resto, rumah makan, kedai kopi dan sejenisnya yang hendak 

mengajukan sertifikasi halal harus diperiksa seluruh outlet yang ada (jika 

outlet atau gerainya lebih dari satu), Begitu juga dengan seluruh menu 

makanan dan minuman yang disedikan, harus dilakukan pemeriksaan 

kehalalannya.  

Banyaknya produk makanan yang tidak berlabel halal sangatlah 

meresahkan masyarakat. Karena kehalalan suatu produk menjadi tolak ukur 

masyarakat sebagai konsumen untuk membeli suatu barang yang akan 

dibelinya. Dalam sosialisasinya, ketua Panitia Simulasi dan Sosialisasi 

Produk Halal bagi Kalangan Pengusaha dan Tokoh Masyarakat se-Jaktim, 

Wahyudin Ghozali menuturkan “Saat ini banyak produksi makanan dalam 

negeri maupun dari luar negeri yang belum memiliki label halal dan bahkan 

memang makanan tersebut itu haram tetapi tidak ada penjelasan dalam 

kemasan yang menyatakan makanan tersebut halal atau tidak.”
6
 

Seperti contoh kasus di Pekalongan, ditemukanmie instan impor 

tanpa label halaloleh petugas gabungan Dinas Perindustrian, Perdagangan 

dan Koperasi (Disperindagkop), Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota 

                                                 

6
Yulian, Masih Banyak Makanan dan Minuman Tidak Berlabel Halal, 

Pulogadung: poskotanews, terbitRabu, 5 Desember 2012. 

 



5 

 

Pekalongan, Satpol PP dan Polres Pekalongan Kota setelah melakukan sidak 

disejumlah toko modern.
7
  

Di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kasus serupa, banyaknya 

pedagang sate ataupun masakan padang masih belum bersertifikat halal, 

padahal semua produk peternakan yang diedarkan atau diperdagangkan di 

wilayah NKRI wajib bersertifikat halal.Dijelaskan dalam UU Jaminan 

Produk Halal pasal 4 menyatakan “Produk yang masuk, beredar, dan 

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”8. Namun, 

ironisnya para pengaju dan pencari sertifikat halal justru didominasi para 

pengusaha nonmuslim. “Ketaatan mereka dalam menjalankan itu sering 

terlihat lebih baik dari pengusaha muslim sendiri, yang justru kadang 

menganggap sepele masalah halal”.
9
 

Selain produk makanan terdapat pula kosmetik yang tidak memiliki 

label halal dan membahayakan konsumen, sepertiBPOM umumkan terdapat 

27 merk kosmetik berbahaya dan salah satunya Cream Malam, distributor 

Lily Cosmetics, yang berada di yogyakarta,kosmetik ini mengandung 

merkuri dan sangat berbahaya untuk dikonsumsi.
10

 

                                                 
7
Prahayuda Febrianto, Ditemukan Mie Instan Impor Tanpa Label Halal, Jawa 

Tengah&DIY: sindonews post, diterbitkan  2 Oktober 2014 

 
8
Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4 

 
9
Qds, Rumah Makan di DIY Tanpa Label Halal, Jogja: joglosemar post, 

diterbitkan 8 februari 2010. 

 
10

http://femaledaily.com/blog/2008/11/27/bpom-umumkan-27-merk-kosmetik-

berbahaya/, diakses selasa, 3 maret 2015, pukul 20.02 

 

http://femaledaily.com/blog/2008/11/27/bpom-umumkan-27-merk-kosmetik-berbahaya/
http://femaledaily.com/blog/2008/11/27/bpom-umumkan-27-merk-kosmetik-berbahaya/
http://femaledaily.com/blog/2008/11/27/bpom-umumkan-27-merk-kosmetik-berbahaya/
http://femaledaily.com/blog/2008/11/27/bpom-umumkan-27-merk-kosmetik-berbahaya/
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Contoh kasus lainnya, di Sleman, Yogyakarta, telah ditemukan 

baru kurang dari 10 persen produk makanan, obat, dan kosmetik, yang 

beredar di Yogyakarta bersertifikasi halal. Produk-produk yang telah 

bersertifikasi itu yakni 206 kelompok makanan dan bahan makanan, 28 

kelompok minuman dan jamu, tiga kelompok kosmetik, dan 63 kelompok 

restoran dan katering. "Kebanyakan perusahaan atau pengusaha belum sadar 

untuk mensertifikasikan produknya," seperti yang dikatakan Direktur 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM MUI) DIY Tridjoko Wisnu Murti, kepada wartawan 

dalam acara jumpa pers.
11

 

Berdasarkan rentetan kasus seperti diatas nihilnya pelabelan halal 

yang berawal dari produsen tidak mensertifikasi kehalalan produksinya, 

maka konsumen yang membeli produk tersebut akan merasa dirugikan. 

Konsumen yang dirugikan kerap tidak tahu apa yang harus  dilakukan, hal 

ini karena minimnya informasi terkait hak komplain konsumen terhadap 

produk makanan. Pada sisi yang lain, beredarnya produk makanan yang 

tidak memenuhi standart konsumsi, baik tidak mencantumkan bahan baku 

makanan, standart gizi atau label halal, merupakan kelalaian dari 

pemerintah, dinas terkait dan para stakeholder yang menangani ijin edar 

makanan.   

 Dinas pengawasan obat dan makanan tersebar hampir diseluruh 

wilayah Indonesia, termasuk Yogyakarta. Banyaknya kasus terkait legalitas 

produk makanan merata hampir disetiap wilayah di Indonesia.Oleh karena 

                                                 
11

Mohamad Final Daeng, Kurang Dari 10 Persen Produk Bersertifikat Halal, 

Sleman: kompas post, diterbitkan 14 Juni 2009. 
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itu, penulis memfokuskan penelitianya di Yogyakarta. Selain karena 

pengaruh  aksesibelitas, dinas terkait di Yogyakarta juga menjadi sample 

untuk mengukur dinas yang sama di Indonesia.  

Berdasarkan hal tersebut di atasuntuk mengkaji dan menelitinya 

lebih detail, maka penelitian ini diberi judul ”Perlindungan Hukum 

Terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah 

Istimewa YogyakartaTahun 2015”, sehingga dengan demikian, akan 

terjawab kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat 

didalam penelitian ini.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh 

lembaga pemerintahan Yogyakarta dalam menanggulangi produk 

makanan yang tidak berlabel halal? 

2. Apa kendala yang dihadapi oleh produsen makanan dalam 

mencantumkan label halal? Dan bagaimana solusinya? 

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat  

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

a. Untuk mengetahui bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh 

lembaga pemerintahanYogyakarta terhadap konsumen dalam 

menanggulangi produk makanan yang tidak berlabel halal. 
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b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh produsen 

makanan dalam mencantumkan label halal dan solusinya. 

2. Secara Praktis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan bagi akademisi dan masyarakat terkait dengan 

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang 

tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015. 

 

D. Telaah Pustaka 

 

Bahwasannya pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap  

konsumen bukan hal yang baru, dalam arti sudah banyak kajian yang 

membahas tentang hal tersebut. Namun bukan berarti kajian-kajian tentang 

konsep perlindungan hukum terhadap konsumen saat ini telah usang dan 

tidak penting, karena meskipun tema kajian sama tetapi pendekatan yang 

dipakai dan aspek kajiannya berbeda. 

Telah ada beberapa skripsi yang telah mengkaji mengenai 

perlindungan Hukum terhadap konsumen dari pandangan hukum positif, 

diantaranya: 

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam 

Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan “KR. Santri” 

Muntilan dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Dita Anggerina Pramesti, 

2007.  Skripsi ini membahas mengenai Transaksi sighat sah menurut islam 

meskipun tidak berwujud lisan dan kebebasan konsumen untuk memilih 

barang dan mengembalikan barang apabila barang cacat setelah akad. 
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Sedangkan dalam penelitian penyusun membahas mengenaiPerlindungan 

Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal di 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.
12

 

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan 

Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan 

Ilahi Yogyakarta)” oleh Uun Faizah, 2005.  Skripsi ini membahas mengenai 

penekanan pada bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak 

distributor (Toko Titipan Ilahi) kepada konsumen yang mengalami 

kerugian. Sedangkan dalam penelitian penyusun membahas 

mengenaiPerlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang 

tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.
13

 

Skripsi dengan judul “Pencantuman Label Halal pada Kemasan 

Produk Pangan tanpa Sertifikat dari MUI Daerah Istimewa Yogyakarta” 

oleh Aris Munandar, 2004. Skripsi ini membahas mengenai mekanisme 

penetapan halal produk pangan kemasan oleh MUI pada kemasan produk 

yang dihasilkannya. Sedangkan dalam penelitian penyusun membahas 

mengenaiPerlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang 

tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.
14

 

                                                 
12

Dita Anggerina Pramesti, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli 

Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan “KR. Santri” Muntilan dalam Perspektif 

Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2007. 

 
13

Uun Faizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam 

jual beli makanan kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Ilahi Yogyakarta)”,Skripsi, 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 

 
14

Aris Munandar, “Pencantuman Label Halal pada Kemasan Produk Pangan Tanpa 

Sertifikat dari MUI Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum 
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Skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual 

Beli Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” oleh Ahmad Husnul Huda 

Wicaksono, 2007. Skripsi ini menganalisis persamaan dan perbedaan dari 

kedua sistem hukum untuk melindungi konsumen. Sedangkan dalam 

penelitian penyusun membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2015.
15

 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan 

Membeli (Survei pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah 

Griya Muslim An-nisa Yogyakarta)” oleh Wahyu Budi Utami, 2013. Skripsi 

ini membahas mengenai label halal yang terdapat pada kemasan produk 

kosmetik wardah mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keputusan 

membeli ditunjukan dengan nilai besar dan memberikan nilai positif. 

Sedangkan dalam penelitian penyusun membahas mengenai Perlindungan 

Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal di 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.
16

 

 

 

                                                                                                                            
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. 

 
15

Ahmad Husnul Huda Wicaksono, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi 

Jual Beli Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta,  2007. 

 
16

Wahyu Budi Utami, “Pengaruh label Halal Terhadap keputusan Membeli (survei 

pada Pembeli Produk kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-nisa 

Yogyakarta)”, skripsi fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 

2013. 
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E. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap 

hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan 

itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak 

yang diberikan oleh hukum.
17

 

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah 

yang bersifat preventif dan resprensif.
18

Perlindungan Hukum yang 

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang 

mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang 

resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk 

penanganannya di lembaga peradilan.
19

 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum.Perlindungan hukum adalah suatu 

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan 

aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk 

yang bersifat reprensif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis 

dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 

                                                 
17

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 

53. 

 
18

 Philipus M. Hadjon,Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Surabaya : 

PT. Bina Ilmu, 1987) hlm 2. 

 
19

 Maria Alfons, Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk 

Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual. (Malang : Universitas 

Brawijaya, 2010) hlm 18. 
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2. Teori Perlindungan Konsumen 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, perlindungan 

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang danatau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. 

Pada dasarnya UU Perlindungan konsumen ini dibuat dengan 

tujuan sebagai berikut
20

 : 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 

konsumen untuk melindung diri;  

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang danatau 

jasa;  

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;  

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi;  

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha;  

                                                 
20

Lihat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 
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f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang danatau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

Asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen 

adalah
21

: 

a. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku 

usaha secara keseluruhan, 

b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara 

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan 

pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 

kewajibannya secara adil, 

c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 

materiil ataupun spiritual, 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa 

yang dikonsumsi atau digunakan; 

e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen 

mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

                                                 
21

Ibid, Pasal 2 
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penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. 

Oleh sebab itu konsumen berhak mendapat perlindungan dari 

pemerindah terhadap produk-produk makanan yang beredar yang tidak 

mempunyai labelisasi halal untuk di konsumsi oleh penduduk Indonesia 

yang mayoritas beragama Islam ini. 

3. Teori Labelisasi Halal 

Halal berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti sesuai dengan 

syariat atau dijinkan. Lawan kata dari halal adalah haram yang 

mempunyai pengertian tidak disyariatkan atau di larang. 

Penduduk indonesia mayoritas beragama islam, penting baginya 

untuk mengkonsumsi produk halal, maka pemerintah harus cepat turun 

tangan menangani masalah halal haram pada produk-produk makanan 

yang beredar di Indonesia dan di Yogyakarta pada khususnya.  

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 

tentang Standarisasi Fatwa Halal menegaskan bahwa"Tidak boleh 

mengkonsumsi dan menggunakan makanan/minuman yang menimbulkan 

rasa/aroma (flavor) benda-benda atau binatang yang diharamkan".
22

 Hal 

ini lebih pada efek mencegah (preventive) untuk menyukai sesuatu yang 

haram. 

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan 

kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal ini 

                                                 
22

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa 

Halal. 
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merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Pemegang Sertifikat 

Halal MUI (sekarang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) 

bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang 

diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindah tangankan. 

Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk fotokopinya, 

tidak boleh digunakan atau dipasang ntuk maksud-maksud tertentu.
23

 

Undang-Undang yang mengatur tentang sertifikat halal dan labelisasi 

halal adalah Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal. Undang Undang inisudah di sahkan, tetapi Undang-Undang ini 

berlaku selambat lambatnya 2 tahun setelah disahkan dan tepat ditahun 

2016 ini Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan diberlakukan. 

Sertifikat halal akan keluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal)  setelah ditetapkan status kehalalan oleh fatwa 

MUI. Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan 

kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH (Lembaga Pemeriksaan 

Halal) dan MUI.
24

 

Label halal harus dicantumkan pada produksi makanan oleh 

produsen untuk mengatahui apakah produk yang dihasilkannya benar 

kehalalannya atau keharamannya. Aturan umum yang sudah berlaku 

mengenai pencantuman label halal pada produk makanan haruslah 

melalui pemeriksaan dan sertifikasi halal terlebih dahulu oleh pihak yang 

berwenang agar diketahui kehalalan komposisi dan asal usul serta cara 

                                                 
23

Akyunul Jannah, Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi, 

(Yogyakarta: Sukses offset, 2008), hlm. 263. 

 
24

Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 7. 
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memproduksi makanan yang diproduksinya. 

Selain sertifikat halal, produsen juga menggunakan label halal. 

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada 

kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud 

berstatus sebagai produk halal. Pemberian label halal terhadap produk 

yang telah mendapat sertifikat halal akan ditetapkan oleh BPJPH dalam 

bentuk label halal yang berlaku nasional.Pelaku Usaha yang telah 

memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada 

kemasan Produk, bagian tertentu dari Produk, dan/atau tempat tertentu 

pada Produk. Kemudian Pencantuman Label Halal sebagaimana 

dimaksud harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, 

dilepas, dan dirusak.
25

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Peneitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data 

langsung dari lapangan. Penelitian ini bersifat deskrptif kualitatif yaitu 

suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial 

atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif 

yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

                                                 
25

Ibid, pasal 37-39. 
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dapat diamati.
26

 

 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang 

mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Sedangkan 

pendekatan normatif untuk melihat dan memahami upaya perlindungan 

hukum terhadap konsumen oleh pemerintah Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam menanggulangi produk-produk makanan yang tidak 

berlabel halal.  

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di antaranya dilakukan di: 

a. Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY); 

b. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

c. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Daerah Istimewa 

Yogyakarta; 

d. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta;  

e. Pabrik produksi Tempe; 

f. Pabrik produksi Krupuk; 

g. Pasar penggilingan daging; 

h. Produksi Bakso;  

i. Produksi Roti Manisan; dan 

j. Konsumen 

                                                 
26

Lexy L. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung, 

Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4. 
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4. Sumber Data 

Dalam penelitian makalah ini, digunakan sumber bahan hukum 

dalam menunjang data-data yang diperoleh.antara lain : 

a. Data primer 

Data primer atau data dasar (primary data atau basic data) 

adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni 

perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.
27

 Jadi data primer 

diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber di 

lapangan. 

b. Data sekunder 

1) Bahan hukum primer : 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh 

dari PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.Peraturan 

Perundang-undangan yang dipakai dalam skripsi ini terdiri dari : 

a) Undang Undang Dasar 1945 

b) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen  

c) Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan  

d) Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal 

e) Peraturan Pelaksana, yaitu:  

(1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.4 Tahun 2003 

tentang Standarisasi Fatwa Halal. 

                                                 
27

Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2012), 

hlm.12. 
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(2) PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan 

Pangan;  

2) Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki 

banyak korelasi dengan bahan hukum primer serta berfungsi 

untuk membantu dalam menganalisa dan memahami bahan 

hukum primer, yang terdiri atas penelitian para ahli, hasil karya 

ilmiah, buku-buku ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian 

ini selain itu juga dapat dipergunakan jurnal-jurnal hukum atau 

makalah hukum, karya tulis hukum atau pandangan para sarjana 

hukum dalam media massa, serta internet dengan menyebut nama 

situsnya. 

3) Bahan Hukum Tertier 

Penelitian ini juga mempergunakan bahan hukum tertier, 

yang terdiri, kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa 

Inggris, Indonesia, Belanda dan artikel-artikel lainnya baik yang 

berasal dari dalam maupun luar negeri, baik yang berdasarkan 

civillaw maupun common law yang bertujuan untuk mendukung 

bahan hukum primer dan sekunder. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi dilakukan pertama kali sebelum melakukan 

penelitian, yaitu di berbagai tempat perdagangan makanan toko 

atau warung yang menjual makanan tak berlabel halal. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka 

antara pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi 

pertanyaan dengan yang diwawancarai atau narasumber 

(interviewe).
28

 

c. Dokumentasi 

Langkah terakhir adalah dokumentasi, yaitu mencari data 

berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, laporan 

penelitian, buku, catatan dan dokumen lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini.  

6. Analisis Data  

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan 

carakwalitatif, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data. Setelah 

selesai pengolahan data baru ditarik kesimpulan dengan menggunakan 

metode deduktif. Pemeriksaan terhadap data yang terkumpulkan, 

inventarisasi karya ilmiah, peraturan Perundang-undangan, yang 

berkaitan dengan judul penelitian baik media cetak dan laporan-laporan 

hasil penelitian lainnya untuk mendukung studi kepustakaan. Kemudian 

baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis penelitian 

secara kuantitatifyakni data yang sudah ada dikumpulkan, dipilah-pilah 

dan dilakukan pengolahannya dan untuk membahas lebih mendalam 

dilakukan secara kualitatif.Sehingga dengan demikian diharapkan dapat 

                                                 
28

Basrowi dan suwandi, Memahami penelitian Kualitatif, (jakarta: Rineka Cipta, 

2008), hlm. 188. 
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menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam skripsi ini. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian 

dalam skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab, yaitu: 

Bab pertama, menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang 

ingin disusun oleh penyusun. Didalamnya dijelaskan mengenai: latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teoritik. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan 

metode penelitiaan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data, tekhnik pengumpulan data dan pada akhir dari bab 

ini disajikan  sistematika pembahasan. 

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum yang pertama tentang 

Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999, dan 

yang kedua tentang Sertifikat Halal, Labelisasi Halal, dan Sistem Jaminan 

Halal (SJH). 

Bab ketiga, menguraikan pembahasan mengenai tinjauan letak 

geografis, struktur organisasi, visi dan misi lokasi penelitian yaitu Lembaga 

Konsumen Yogyakarta (LKY). Dinas Kesehatan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta, kemudian alamat 

lokasi pabrik produksi tempe, alamat pabrik produksi krupuk, alamat pasar 

penggilingan daging, alamat produksi bakso kemasan dan alamat produksi 

Roti Manisan. 
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Bab keempat, menguraikan pembahasan tentang analisis hasil 

penelitian yaitu upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh 

lembaga pemerintahan Yogyakarta dalam menanggulangi produk makanan 

yang tidak berlabel halal, kemudian kendala-kendala yang dihadapi oleh 

produsen makanan dalam mencantumkan label halal dan mengetahui 

solusinya. 

Bab kelima, sebagai bab penutup yang menguraikan kesimpulan 

mengenai apa yang telah diuraikan dalam hal penelitian pembahasan, serta 

memberikan saran dan masukan yang diharapkan dalam memberi 

sumbangan pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

                                            BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian penyusun mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Upaya Perlindungan Hukum terhadapKonsumen oleh Lembaga 

Yogyakarta dalam Menanggulangi Produk Makanan yang tidak 

Berlabel Halal 

Keberadaan sertifikasi halal sangatlah berpengaruh terdapatnya 

labelhalal pada suatu produk makanan yang kemudian akan 

menumbuhkan dampak positif terhadap kenaikan omzet hingga berkali-

kali lipat. Pasalnya dengan sertifikat halal dan mencantumkan label 

halal pada produk makanan pada akhirnya mampu menarik apresiasi 

masyarakat (konsumen) dalam mengkonsumsi produk tersebut. 

Sertifikasi Halal akan menjadi nilai tambah bahkan satu keharusan bagi 

produsen jika ingin produknya laku. 

Sesuai dengan yang telah mengatur tentang sertifikat dan 

labelisasi halal yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, kemudian Undang-Undang 18 Tahun 2012  

tentang Pangan,dan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal yang akan diberlakukan di tahun 2016 ini maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap 

konsumen oleh lembaga dalam produk makanan tidak berlabel 



116 

 

halaluntuk mencapai kepastian hukum dan memberikan perlindungan 

bagi konsumenadalah:  

a. Dengan dibentuknya pengawasan jaminan produk halal, 

b. Dengan diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang 

sertifikasi dan labelisasi halal, 

c. Melakukan sosialisasi, himbauan atau penarikan produk yang 

melanggar ketentuan labelisasi halal, 

d. Dibentuknya badan penyelenggaran jaminan produk halal ,  

e. Dibentuknya lembaga pemeriksa halal, 

f. Dibentuk auditor halal, 

g. Terdapatnyalabelhalal resmi 

h. pemberian sanksi pidana bagi melanggar ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang 

Terciptanya upaya hukum dalam melindungi konsumen 

terhadap produk makanan yang tidak berlabel halal merupakan bagian 

dari bentuk aspirasi sebagian besar penduduk yang sadar akan 

pentingnya sertifikat halal dan labelisasi halal maka pemerintah akan 

lebih terdorong mudah dan powerfull dengan ditetapkannyasuatu 

kewajiban sertifikasi halal, yang secara otomatis dengan adanya 

sertifikat halal tersebut akan terwujud label halal berstandar resmi dari 

BPJPHterhadap produk makanan yang ada di Yogyakarta pada 

khususnya. 
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2. Kendala yang dihadapi oleh produsen makanan dalam 

mencantumkan label halal 

Didalam Undang-undang Jaminan Produk Halalbentuk tataran 

implementasi peneliti belum bisamengamatisecara keseluruhan peran 

pemerintah Yogyakartadalam menetapkan undang-undang terbaru ini, 

karena berlakunya undang-undang ini dimulai pada bulan oktober tahun 

2016. Terkait dengan undang-undang JPH (Jaminan Produk Halal) 

peneliti pro terhadap Undang-Undang ini karena didalam Undang-

Undang ini sangatlah jelas alur untuk mendapatkan sertifikat dan label 

halal. Meskipun dikalangan industri Undang-undangini mendapatkan 

respon negative khususnya Industri Menengah Kecil (IKM), penolakan 

dari IKM tersebut disebabkan biaya yang dikeluarkan untuk 

mengeluarkan sertifikat sangatlah mahal. Namun peran pemerintah 

untuk mengurangi keluhan IKM,dapat peneliti lihatdari anggaran yang 

di berikan oleh APBN sebesar 5 Milyar. Pada kesempatan ini peneliti 

melihat salah satu upaya dalam memudahkan usaha industri menengah 

untuk mendapatkan sertifikat halal sangatlah mudah 

Pelaku usaha (produsen) haruslah menjaga kehalalan produknya 

secara konsekuen, karena dengan terlindunginya konsumen maka hak 

hak konsumen akan terpenuhi. Adapun kendala yang dihadapi oleh 

produsen makanan dalam mensertifikatkan kehalalan produknya dan 

mencantumkan label halal adalah : 

a. Kendala pertama, memang sertifikat halal ini sudah bersifat 

wajib tetapi kenyataannya hanya para pelaku usaha yang 
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menginginkannya saja dalam mendaftarkan produksinya. 

b. Kendala kedua, sosialisasi halal untuk industri kecil (home 

industry) masih kurang.  

c. Kendala ketiga, membutuhkan waktu dan masih mahalnya biaya 

sertifikasi halal jadi membuat pelaku usaha enggan 

mengurusnya. 

Solusi yang tepat untuk dilakukan produsen makanan dalam 

mencantumkan label halal adalah produsen hruslah aktiv berperan 

dalam mensertifikatkan kehalalan produksinya guna tercapai hak-hak 

konsumen, pemerintah yang berwenang dalam proses sertifikasi dan 

labelisasi halal haruslah rutin dalam memberikan sosialisasi sertifikasi 

kehalalan tersebut agar produsen tertarik dan merasa wajib untuk 

mensertifikatkan kehalalan produksinya, Dengan diberikannya bantuan 

dari APBD seyogyanya pelaku usaha tidak bermalas malasan dan 

segera mendaftarkan sertifikat dan kehalalan produksinya agar 

mendapatkan kepastian hukum dan konsumen merasa aman dalam 

mengkonsumsinya. 

 

B. Saran 

Untuk mencapai hal yang diinginkan, penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah dan Lembaga Terkait: 

a. Pemerintah dan lembaga terkait haruslah memberikan 

pendidikan, sosialisasisecara maximal untuk konsumen dan 
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pelaku uaha mengenai pentingnya labelisasi halal dan 

penegakan hukum harus diperkuat. 

b. Perlunya akses yang menunjang, aturan dan tatacara yang kuat 

dan komprehensif bagi masyarakat dan konsumen untuk 

menyampaikan pendapat, usul dan keluhan terhadap ketidak 

benaran tentang sertifikasi maupun penanganan penyajian 

barang halal dan baik dikonsumsiyang disampaikan atau 

dikeluhkan masyarakat konsumen.  

c. Peran BPJPH sebagai pelaksana sertifikatifikasi halal harus 

memaksimalkan pelaksanaannya dan pendaftaran sertifikat halal 

agar dipermudah guna para produsen di Yogyakarta tidak 

merasa kesulitan dalam melabel halal produknya. 

2. Produsen atau Pelaku usaha 

a. Bagi pelaku usaha yang penting adalah menjaga kualitas 

produknya,  jujur menjaga kualitas produknya. Mencantumkan 

label halal adalah wajib dan bermanfaat bagi pelaku usaha 

bukan untuk konsumen, tetapi bagi pelaku usaha sendiri, 

fungsinya adalah mendorong suatu kepercayaan dari 

masyarakat, ketika pelaku usaha berkualitas dalam produknya 

maka dia akan dipercaya oleh masyarakat, dengan dia 

dipercaya oleh masyarakat maka dia akan membantu untuk 

perdagangannya. 

b. Janganlah menjadi Produsen “Nakal” yaitu yang memasukkan 

bahan-bahan non-halal pada barang produksinya, maka 
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pemerintah tidak hanya dilakukan pencabutan sertifikat, tapi 

juga BPJPH akan mempublikasikan bahwa barang tersebut 

mengandung bahan non-halal kepada media. Setelah itu, siap-

siap saja produksi tersebut tak laku di pasaran.  

3. Konsumen 

a. Konsumen yang memperhatikan hak-haknya, mencari dan 

mengolah informasi serta melakukan penilaian terhadap 

produk makanan yang akan dikonsumsi.  

b. Konsumen juga harus bertanggungjawab dalam memilih dan 

metentukan produk yang berlabel halal ketika akan 

mengkonsumsi.  

c. Jadilah konsumen yang cerdas yaitu teliti sebelum membeli, 

pastikan produk bertanda jaminan mutu aman untuk di 

konsumsi, perhatikan label dan masa kadaluarsa, belilah sesuai 

dengan kebutuhan bukan keinginan.  
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